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xABSTRAK
NAMA : Rachmat Hidayat S
NIM : 10 500 11 00 86
Judul  :Analisis Yuridis terhadap Pencemaran Lingkungan menurut UU RI
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (studi kasusu di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Undang-Undang RI No
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap
lingkungan yang ada di kota Makassar khususnya di kecamatan biringkanaya dan
tamalanrea dari pencemaran dan kerusakan lingkungan? Pokok masalah tersebut
selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti,
yaitu 1) Bagaimana pengaturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran
lingkungan ?, 2) Bagaimana sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di
kawasan Industri Biringkanya dan Tamalanrea ?
jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah yuridis-sosiologis, adapun sumber data penelitian ini warga pondok
sawah, warga bontoa dan parangloe, bappeda Makassar, kementerian lingkungan
hidupdan walhi makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara editing, klasifikasi, verifikasi,
analisis dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga akan
kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan yang membuang
limbahnya, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan itu
ada.dan perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah kerena kurangnya
peranserta masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran
lingkungan disekitarnya.
.Implikasi dalam penelitian ini adalah : 1) Agar pemerintah, masyarakat, dan
pelaksana usaha/kegiatan menaatidan menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap
menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
2)Agar pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan bisikap aktif dalam
mengawasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran agar lingkungan
terhindar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan





Lingkungan dalam bahasa Indonesia adalah kawasan wilayah dan segala
sesuatu yang terdapat didalamnya golongan, kalangan. Sedangkan bersarkan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.1
A. Aturan Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Pencemaran Lingkungan
Membahas persoalan di atas yaitu persoalan lingkungan maka yang sering
menjadi masalah adalah persoalan pencemaran lingkungan dan masalah pencemaran
ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI
No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.2 Dari apa yang
menjadi pokok pembahsan tentang pencemaran lingkungan maka penulis akan
menkaji teori-teori tentang pecemaran lingkungan dan penyebabnya. Berdasarkan
1Radhmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), t.th.
2Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia(ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h. 4 .
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Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan
pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan“sesuatu” cemar, kotor rusak
dan lain-lain senada pula dengan kata polusi dan kontaminasi.3 Pencemaran adalah
masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain
kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan
komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air
atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan
peruntukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan lingkungan hidup memberi
defenisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan. menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup
No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkanya mahluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi)
air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara
kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukanya. Menurut Daryanto
pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi
satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya antara aktifitas manusia dan timbulnya
pencemaran terdapat hubungan yang melingkar berbentuk siklus. Agar dapat hidup
dengan baik manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya manusia mengembangkan tekhnologi. Akibat sampingan dari
3www.uin alauddin.Ac.id (Tinjauan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan
Perundang-undangan) oleh Ashabul Kahpi, h. 151.
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pengembangan teknologi adalah bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini merupakan stimulus agar
manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tiap pencemaran mempunya derajat
pencemaran tahap pencemaran yang berbeda yang didasarkan pada :
1. Konsentrasi zat pencemar
2. Waktu tercemarnya
3. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan
Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran :
1. Pencemaran tingkat pertama
Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar
zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan
2. Pencemaran tingkat dua
Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera danalat
vegetative lainnya serta menimbukan gangguan pada komponen ekosistem
lainnya
3. Pencemaran tingkat tiga
Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan
menyebabkan sakit yang kronis
4. Pencemaran tingkat empat
Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam
lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi
Pada saat ini pencemaran terhadap lingkungan berlangsung diman-mana
dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan
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sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia
termasuk logam berat.pencemaran lingkungan dapat di kategorikan menjadi :
a. Pencemaran air adalah Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di
suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah
akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian
penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian
dari siklus hidrologi. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air
tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran
pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai
objek wisata. Akibat yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran air ini, di
antaranya dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air bersih,
dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem
sungai, dan bahkan memberikan kerugian bagi para nelayan dan petani
tambak. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan
kualitas air dan penegendalian pencemaran air.4
b. Pencemaran udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih
substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat
membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu
estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Belakangan ini tumbuh
keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan
hubungannya dengan pemanasan global (global warming) yang dipengaruhi
oleh:
4Sukanda Husin, Penegakan hokum lingkungan Indonesia(Ed. 1 Cet; II. Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h. 62.
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1. Kegiatan manusia: transportasi, industri, pembangkit listrik,
pembakaran (perapian, kompor, furnace, insinerator) dengan berbagai
jenis bahan bakar, dan gas buang pabrik yang menghasilkan gas
berbahaya seperti (CFC)
Dampak terhadap lingkunganhujan asamphbiasa air hujan
adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemar udara seperti
SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan
menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain:
1) Mempengaruhi kualitas air permukaan
2) Merusak tanaman
3) Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah
sehingga memengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan
4) Bersifat korosif sehingga merusak material dan
bangunanefekrumah kacaefek rumah kaca disebabkan oleh
keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan
troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan
oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam
lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global.
Perhatian pemerintah terhadap pencemaran udara ini telah di
masukkanya ke dalam Undang-Undang Penataan ruang, UUPLH
Pasal 6 ayat 1 dan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1984 tentang
Industri.
c. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia
masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya
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terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas
komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar
ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraaan pengangkut
minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah
serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi
syarat (illegal dumping).
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditari kesimpulan bahwa pencemaran
lingkungan banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri dalam bentuk
individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan
yang dilakukan itu sangat berdampak negatif pada lingkungan hiudup maupun
masyarakat dan anak cucu kita yang akan datang, kegelisahan ini didukung oleh
berbagai undang-undang maupun Peraturan lainnya secara spesifiknya yang
menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang bersih dan aman adalah bagian dari hak
asasi manusia itu dijelaskan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin
pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia. Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum
berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi
syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia
Indonesia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang
dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk
mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Dan dengan adanya hak
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asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga negara berhak menuntut negara
untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat.
Heinhard Steiger dengan tulisan “The Fundamental Right to a Decent
Environment” dalam “Trends in Environmental Policy and Law” menyatakan bahwa
“apa yang dinamakan hak-hak subjektif (subjective right) adalah bentuk yang paling
luas dari perlindungan seseorang.
B. Penerapan Sanksi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri
Berbicara mengenai sanksi terhadap semua tindakan pencemaran lingkungan
itu semua telah diatur dalam undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini.
Indonesia sebagai negara hukum memberlakukan sanksi terhadap tindakan yang
merugikan orang lain dan perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan
mahluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan dalam proses kehidupannya.
Pencemaran lingkungan banyak yang terindikasi diakibatkan oleh kebanyakan dari
tingkah laku manusia itu sendiri, yang bahkan ia menegtahui dampak dari
perbuatannya itu. Indikasi tingkah laku manusia seperti membuang sampah di
sembarangan tempat, pembuangan limbah rumah tangga yang berlebihan,
pembakaran sampah dan jerami, dll. Selain dari perbuatan yang telah disebutkan tadi
ada lagi bentuk pencemaran yang lebih parah dan lebih berdampak berbahaya bagi
kehidupan mahluk hidup, seperti pembuangan limbah industri kedalam air sungai
yang mengakibatkan air menjadi tercemar oleh bahan kimia berbahaya, limbah asap
oleh perusahaan yang menimbulkan polusi udara yang mengekibatkan kualitas udara
memburuk untuk dikonsumsi atau pembuangan limbah bahan kimia berbahaya yang
menegkibatkan tingkat kesuburan tanah semakin berkurang sehingga mengakibatkan
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kerugian pada petani, dengan melihat maupun merasakan dampak negatif dari
pencemaran lingkungan ini maka sudah seharusnya para pelaku atau perusahaan
industri yang melakukan pencemaran lingkungan mendapatkan sanksi yang berat
tehadap dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan.
Dalam kasus pemcemaran lingkungan ini terdapat sanksi antara lain sanksi
pidana, perdata/administratif dan sanksi ini diatur dalam dalam Undang-Undang
Nomor RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan atau denda sejumlah uang yang
sangat besar, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang
ditimbukannya selama pencemaran itu berlangsung, ganti rugi berupa ganti rugi
dengan memberi sejumlah uang dan pemulihan kembali lingkungan yang telah
dirusaknya, sedangkan sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, paksaan
pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Tapi dari
semua sanksi yang disebutkan sanksi pidana, perdata, administratif nampak dalam
realisasi dari sanksi tersebut bahkan tidak ada yang dilaksanakan ataupun kalau ada
yang dilaksanakan tampak sanksi itu tidak memberikan efek jerah kepada para
pelakunya atau perusahaan industri lainnya untuk takut melakukan pencemaran
lingkungan. Itu berdasarkan dari pemaparan salahsatu warga yang bertempat tinggal
dan beraktifitas di sekitar wilayah kawasan industri yang melakukan pencemaran
lingkungan, itu mengatakan bahwa “ sejak keberadaan kawasan industri ini mulai
dari lahan pertanian yang habis karena dibeli untuk membangun kawasan industri
itu dari situlah titik awal kerusakan yang mereka timbulkan, sampai saat
beroperasinya industri itu menggagu lingkungan maupun kenyamanan warga yang
ada di sekitarnya berupa limbahnya yang mereka buang ke aliran sungai yang
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merupakan sumber penghidupan maupun pengcaharian beberapa warga yang sanagt
merugikan, limbah udara yang mereka timbulkan yang menggangu pernafasan
karena sangat busuk dan tidak sehat, makanya kami dari para warga yang dirugikan
dari pembuangan limbah perusahaan itu melakukan protes dan ancaman dengan
mewanti-wanti dalammusrembang, jika tuntukan warga  diabaikan maka kami akan
melakukan demo besar-besaran kembali, seperti yang pernah dilakukan pada
Agustus dan September 2013 lalu. Namun sialnya segala ancaman yang kami
layangkan itu tampak tidak sebagai ancaman berarti, bahkan dengan kami
melaporkan kepada pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada kawasan
industri itu nampaknya tidak memberikan perhatian kepada laporan pencemaran ini,
karena pengawasan terhadap kawasan industri ini tidak ketat sehingga mereka
melakukannya lagi setelah diberikan sanksi oleh pemerintah jadi terlihat sanksi yang
diberikan tampaknya sangat ringan dan tidak memberikan efek jerah kepada
mereka”.5 Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi
yang diberikan itu tidak memberikan efek jerah kepada para pelakunya. Jadi solusi
yang harus dialakukan oleh kedua pihak yaitu pihak perusahaan dan masyarakat
membuat kesepakatan agar pencemaran tersebut tidak mempengaruhi lingkungan
tempat tinggal masyarakat, jadi pihak pemerintah dan perusahaan agar merelokasi
warga ke tempat yang jauh dari lokasi industri dan aman dari pencemaran akibat
limbah industri.
5Berdasarkan wawancara dengan warga Bontoa bapak Nasir,  pada tanggal 18 maret 2014
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C. Teori Ketaatan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum
1. Ketaatan Hukum
Mengapa orang menaati hukum ? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut maka dapat memperhatikan beberapa penyebab, diantaranya :
Pandangan dari E. Utrecht (1983 : 56), dalam bukunya “Pengantar
Hukum di Indonesia” mengemukakan bahwa orang menaati hukum :
a. Sebagian menerimanya, karena merasa bahwa peraturan itu sungguh-
sungguh merupakan hukum dan mereka merasa berkepentingan akan
berlakunya peraturan itu sebagai hukum.
b. Sebagian lainya, menerima peraturan itu Karenna merasa harus menerima
supaya terciptanya ketentraman dalam masyarakat.
Hal senada juga dikemukakan oleh H. C. Kelman (Achmad Ali, 1998 :
193), bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga
tingkatan, yaitu :
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang
menjadi rusak.
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai
dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.6
6Muh. Akbar Habe, Pengantar Ilmu Hukum ( Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010), hal. 22
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Selain sebab seperti tersebut di atas menegenai mengapa orang menaati hukum itu,
karena sejalan dengan beberapa prinsip-prinsip beberapa teori, diantaranya :
a. Teori Kedaulatan Ketuhanan
b. Teori Kontrak Sosial (Perjanjian Masyarakat)
c. Teori Kedaulatan Negara
d. Teori Kedaulatan Hukum
2. Efektifitas Hukum
Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum,
dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa
norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan
yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi
dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang
benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka
harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
Tetapi dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum
tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di
bahas dalam perspektif efektivitas hukum. Sehingga terlihat pada kasus ini
nampak pelaksana dari hukum ini yang tidak berkerja sebagaimana mestinya
sehingga mengakibatkan peran hukum tersebut tidak efektif.
Berbicara persoalan keefektifan hukum ada teori yang diungkapkan
oleh ahli hukum salah satunya yaitu Soerjono Soekanto dengan teori
efektivitas yaitu :
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau
perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode
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deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain
pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang
teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga
hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang
sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan
atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu
kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya
diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku
tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum
artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni
efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya
masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-
sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi
positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak
melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan
kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai
pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang
harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.
Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap
merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai
kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang
kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.7 Apabila yang dikomunikasikan
tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh
7Muh. Akbar Habe, Pengantar Ilmu Hukum ( Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010), hal. 26
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sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya
yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai
pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka
tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya
frustasi, tekanan, atau bahkan konflik, itu menandakan bahwa hukum tidak
efektif dalam mejalankan fungsi dan mencapai tujuannya.
Berdasarkan penjelasan tentang teori efektifitas hukum oleh Soejono
Soekanto, sehingga Soejono Soekanto menarik kesimpulan bahwa masalah
pokok penegakan hukum serta efektivitasnya terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
a. Faktor hukum itu sendiri
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau ditetapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.8
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur
daripada efektivitas penegakan hukum.
8Soerjono Soekanto,  faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum (Ed. 1 Cet; X.
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Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Penelitian lapangan(Feld
Research ). Yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan
pustaka yang bersumber dari buku-buku dan artikel, telaah terhadap indikasi maupun
hasil-hasil penelitian sebelunya mengenai pencemaran lingkungan hidup.
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di beberapa kawasan industri yang
terletak di wilayah kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
B. Pendekatan Penelitian
PendekatanPenelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis
sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang
mengatur masalah pencemaran lingkungan hidup, juga melihat langsung yang terjadi
di lapangan(masyarakat) atau field research alasan peneliti memilih pendekatan
yuridis sosiologis ini digunakan karena dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi
yang tidak perlu di kuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah
yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan.
Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang
dikarenakan peneliti bertemu dengan informan sehingga bisa langsung
mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan
tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan
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dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai
dengan fokus pembahasan penelitian.
C. Sumber Data
Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian.Yang
dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data
diperoleh. Sumber data merupakan salahsatu yang paling vital dalam penelitian.
Keslahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka yang
diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan berkaitan dengan penelitian ini,
maka sumber data diklasifikasikan menjadi :1
1. Data Primer
Data primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan para warga masyarakat yang
bertempat tinggal dan beraktifitas di sekitar kawasan industri di kecamatan
Biringkanaya dan Tamalanrea. Data ini dijadikan data pertama yang diambil
oleh peneliti .
2. Data Sekunder
Merupakan data yang membantu memberikan keterangan atau data
pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam hal ini, data sekunder
diperoleh dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang RI No. 32
tahun 2009, Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004, Undang-Undang RI No.
1Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia UI-Press, 1986), h.11-12.
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5 tahun 1984, Undang-Undang Ri No.  26 tahun 2007, PP No. 82 tahun
2001.
3. Data Tersier
Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat member petunjuk
maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah, kamus Hukum dan
Ensiklopedia.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu,
untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argument yang logis menjadi
fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara
empirik, antara lain melalui analisis data. Ada beberapa metode pengumpulan data
yaitu :
1. Pengamatan ( observasi )
Metode ini adalah suatu cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan
terhadap objek penelitian mencatat dengan sistematis hasil dari pengamatan
tersebut sesuai dengan penelitian.
2. Wawancara ( interview )
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan
maksud tertentu. Ditinjau dari pelaksanaan wawancara di bedakan menjadi
tiga :
a. Wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apapun saja
tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
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b. Wawancara terpimpin, wawancara yang dilakukan dengan
membawa sederet pertanyaan lengkap atau wawancara terstruktur.
c. Wawancarabebas terpimpin kombinasi antara wawancara bebas dan
terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya
merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan. Dari
jenis wawancara di atas peneliti akan memakai jenis wawancara
bebas terpimpin agar bentuk pertanyaan lebih valid dan terfokus.
3. Dokumen
Metode dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-
data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen arsip-arsip yang ada di
Walhi dan di Kementerian Lingkungan Hidup.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih
dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data
dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan adapun
penjelasanya sebagai berikut :
1. Editing
Merupakan langkah pertama dalam pengolahan data yang dilakukan oleh
peneliti. Melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari
lapangan, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pencemaran
lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan
makna dan kesesuaian dengan data yang diperlukan.
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2. Klasifikasi
Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) di mana data hasil
wawancara dikalsifikasikan berdasarkan kategori tertentu.
3. Verifikasi
Verifikasi adalah dikonfirmasikan dengan sejumlah pertanyaan agar data yang
dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan
untuk menjawab pertanyaan peneliti.
4. Analisis
Analisis adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan terinterprestasi.
5. Kesimpulan
Langkah terakhir dari pengolahan data ini yaitu pengambilan kesimpulan dari






Menurut data Statistik Makassar Kecamatan Tamalanrea merupakan
salah satu dari 14 Kecamatan yang berada Kota Makassar yang berbatasan
dengan Selat Makassar di sebelah utara, Kecamatan Biringkanaya di sebelah
timur, Kecamatan Panakkukang di sebelah selatan dan di sebelah barat.
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah
31,86 km² yang terbagi di daerah Pantai dan bukan pantai dengan topografi
ketinggian antara permukaan laut. Adapun Empat Kelurahan daerah bukan
pantai yaitu Kelurahan Tamalanrea Indah, Kelurahan Tamalanrea Jaya,
Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa. Sedangkan daerah lainnya
yaitu Kelurahan Parangloe dan Kelurahan Bira merupakan daerah pantai.
Kecamatan Tamalanrea ini sendiri mempunyai letak jarak masing-
masing tiap kelurahan ke pusat kota Makassar berkisar antara 4 - 10 km.
Adapun karakteristik wilayah Kecamatan Tamalanrea beriklim tropis dengan
curah hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun. Biasanya musim kemarau dimulai pada
bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember
hingga April.
1.1. Luas Wilayah
Kecamatan Tamalanrea memiliki luas wilayah 31,86 Km2 atau
318.600,00 Ha yang tersebar pada enam kelurahan, perincian luasnya pada
setiap kelurahan dapat disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:
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Table 1.1




1. Tamalanrea Indah 4,74






Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah menurut
data statistik terakhir tahun 2010 yaitu 31,86 Km2, dimana Kelurahan Bira memiliki
wilayah terluas yaitu 9,28 km2, terluas kedua adalah Kelurahan Parangloe dengan
luas wilayah 6,53 km2, sedangkan yang paling sempit adalah Kelurahan Tamalanrea
Jaya hanya  2,98 km2.
Sedangkan jarak dari masing-masing kantor kelurahan ke Kantor Kecamatan
Tamalanrea, yaitu dari Kelurahan Tamalanrea Indah antara 3-4 Km, dari Kelurahan
Tamalanrea Jaya antara 1-2 Km, dari Kelurahan Tamalanrea kurang lebih 1 Km, dari
Kelurahan Kapasa antara 3-4 Km, dari Kelurahan Parangloe antara  5-10 Km, dan
dari Kelurahan Bira juga antara 5-10 Km.
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Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan yang dibagi dalam 67 RW,
329 RT, tidak ada lingkungan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel 1.2
sebagai berikut:
Table 1.2
Perincian Jumlah RT dan RW Untuk Setiap Kelurahan di
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2010
No. Kelurahan RT RW
1. Tamalanrea Indah 40 9
2. Tamalanrea Jaya 43 10
3. Tamalanrea 139 23
4. Kapasa 63 13
5. Parangloe 20 6
6. Bira 24 6
Jumlah 329 67
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
1.2. Keadaan Demografis
Kecamatan Tamalanrea dihuni oleh sebagian besar masyarakat suku Bugis
Makassar, selebihnya merupakan pendatang dari suku Jawa, Toraja, Mandar dan
keturunan Cina. Semuanya telah berasimilasi dalam interaksi sosial masyarakat dan
pembangunan kota yang metropolis.
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar
42.565 jiwa dan perempuan sekitar 46.578 jiwa. Hal ini membuat rasio jenis kelamin
adalah sekitar 91,38 % yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat
sekitar 91 orang penduduk laki-laki. Adapun perincian luas wilayah, jumlah rumah
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tangga atau kepala keluarga (KK), jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per
Km2 distribusinya untuk setiap kelurahan dapat disajikan dalam tabel 1.3 sebagai
berikut:
Table 1.3
Jumlah Rumah Tangga,Penduduk dan Kepadatan Penduduk










1. Tamalanrea Indah 4,74 5.519 14.055 2.965
2. Tamalanrea Jaya 2,98 3.383 16.649 5.587
3. Tamalanrea 4,15 6.964 31.142 7.504
4. Kapasa 4,18 2.719 11.613 2.778
5. Parangloe 6,53 1.360 6.121 937
6. Bira 9,28 2.362 9.563 1.030
Jumlah 31,86 22.307 89.143 2.798
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
2.1. Keadaan Pemerintahan
2.2.1. Aparat Pemerintah
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar dilaksanakan oleh sejumlah pegawai negeri sipil yang berasal dari
berbagai dinas dan instansi pemerintah kota yang ditempatkan di kecamatan,
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jumlahnya 204 orang, terdiri atas 69 orang laki-laki dan 135 orang
perempuan.
2.2.2. Perkembangan Kelurahan
Imprastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kecamatan
Tamalanrea dengan kecamatan lainnya, dan antara kelurahan dengan kelurahan
lainnya dalam lingkup kecamatan ini sudah cukup memadai, dimana semua jalan
aspal, sehingga arus transportasi darat berjalan cukup lancar. Mengingat bahwa
dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea bayak fasilitas pelayanan publik yang
merupakan sentra bisnis, pendidikan, dan kesehatan.
Klasifikasi kelurahan berkembang pesat karena semua kelurahan telah
meningkat dari swadaya menjadi swakarya dan sekarang telah menjadi kelurahan
swasembada, dengan mata pencaharian yang masya-rakatnya yang beragam.
2.2.3. Lembaga/Organisasi Tingkat Kelurahan
Lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan tingkat
kelurahan yang telah terbentuk dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea
diharapkan dapat menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) dan Organisasi Pemuda di Kecamatan Tamalanrea terdapat 1 unit
disetiap kelurahan seperti pada tabel 1.4 berikut ini :
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Table 1.4
Jumlah Kelembagaan Sosial Setiap Kelurahan  di
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2010
No Kelurahan LPM Pemuda
1. Tamalanrea Indah 1 1
2. Tamalanrea Jaya 1 1
3. Tamalanrea 1 1
4. Kapasa 1 1
5. Parangloe 1 1
6. Bira 1 1
Jumlah 6 6
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
2.2.4. Pendidikan
Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan sangat penting
artinya untuk membentuk sumber data manusia yang berkualitas, mempunyai
wawasan yang luas, berfikiran cerdas dan memiliki kepribadian yang tangguh
dan dapat diandalkan dalam mengisi pembangunan. Keadaan tinngkat
pendidikan masyarakat Kecamatan Tamalanrea cukup bervariasi mulai dari
SD, SLTP, SLTA dan PT yang dirinci berikut ini
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Tabel 1.5
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Masyarakat di
































Jumlah 83 17.342 62.263
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan dapat
membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari  tingkat terendah sampai
tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan ini
sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan
Tamalanrea dalam mendo-rong pembangunan bidang pendidikan.
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2.2.5. Kesehatan Masyarakat
Dalam upaya peningkatan kesehatan di Kecamatan Tamalanrea, sarana
dan prasarana kesehatan sangat menunjang peningkatan kese-hatan. Untuk
peningkatan pelayanan kesehatan harus diikuti penyediaan tenaga kesehatan
yang memadai. Upaya menekan tingkat kelahiran dan melembagakan
keluarga kecil yang sejahtera sangat penting untuk dilakukan. Karena itu
keberadaan BKKBN sangat diperlukan, peran peme-rintah dalam
menggalakkan Keluarga Berencana sangat dibutuhkan.
Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan
Tamalanrea, perinciannya untuk setiap kelurahan dapat disajikan dalam tabel
1.6 sebagai berikut:
Tabel 1.6
Banyaknya Fasilitas  Kesehatan  Menurut Jenisnya di














1. Tamalanrea Indah 1 1 - - 1 9
2. Tamalanrea Jaya - - 1 - - 10
3. Tamalanrea - 1 - 1 3 23
4. Kapasa 1 - 1 - - 13
5. Parangloe - - 1 - - 6
6. Bira - 1 - - - 6
Jumlah 2 3 7 1 4 67
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Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
Jumlah sarana kesehatan tahun 2008 di Kecamatan Tamalanrea
tercatat 2 unit RSU, 3 unit Puskesmas, 3 unit Pustu, 4 unit Rumah Bersalin
dan 67 unit Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 55 orang dokter umum, 21
orang dokter spesialis, dan 8 orang dokter gigi, 46 paramedis dengan 29 orang
bidan dan 17 orang perawat/mantri.
2.2.6. Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera
Akseptor KB di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 7.309 orang dengan
menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi, lebih banyak meng-gunakan
kontrasepsi pil 3.402 orang, suntikan sebanyak 2.601 orang. Semuanya telah
menjadi akseptor lestari yang tergolong sejahtera dalam lingkungan
masyarakat.
Kondisi keluarga sejahtera menurut pra sejahtera sebanyak 1.406
keluarga kemudian tahapan Keluarga Sejahtera I sebanyak 3.594 keluarga,
tahap ke II sebanyak 6.005 keluarga, tahap ke III sebanyak 3.778 keluarga dan
terakhir tahap keluarga III plus sebanyak 1.309 keluarga. Rincian keluarga
sejahtera di Kecamatan Tamalanrea untuk setiap kelurahan dapat disajikan
pada tabel 1.7 sebagai berikut:
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Table 1.7
Jumlah Keluarga Menurut Kelurahan dan Tahapan Keluarga Sejahtera di
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2010
No
Kelurahan
















214 327 491 430 258 1;720
2. Tamalanrea
Jaya
242 502 552 808 192 2.296
3. Tamalanrea 334 1.030 2.606 1.373 409 5.752
4. Kapasa 51 552 1.752 604 145 3.104
5. Parangloe 260 494 311 159 93 1.317
6. Bira 305 689 293 404 212 1.903
Jumlah 1.406 3.594 6.005 3.778 1.309 16.092
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
2.2.7. Agama
Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
Kecamatan Tamalanrea adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan
kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan berbagai jenis
sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:
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Table 1.8
Jumlah Sarana Ibadah Setiap Kelurahan Menurut Jenisnya di
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2010
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
Melihat Mayoritas penduduk Kecamatan Tamalanrea merupakan pemeluk
agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah dilakukan. Sosialisasi
sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh karena itu,
jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam proses penyampaian informasi
kepada masyarakat
2.2.8. Perumahan
Banyaknya rumah tangga yang berlangganan listrik di Kecamatan
Tamalanrea pada tahun 2008 sebanyak 21.662 rumah tangga.
2.2.9.  Industri dan Perdagangan
Perusahaan industri di Kecamatan Tamalanrea terdiri dari industri
besar sebanyak 3 unit, industri sedang 26 unit, dan industri kecil 8 unit,
No Kelurahan Masjid Gereja Pura Vihara Jumlah
1. Tamalanrea Indah 13 1 - - 14
2. Tamalanrea Jaya 16 2 - - 18
3. Tamalanrea 32 2 1 - 35
4. Kapasa 9 2 - - 11
5. Parangloe 3 - - - 3
6. Bira 8 - - - 8
Jumlah 81 7 1 - 89
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Masing-masing menyerap tenaga kerja 1.144 orang untuk industri besar,
1.857 orang untuk industri sedang dan 56 orang untuk industri kecil.
Sarana perdangangan berupa tempat pemasaran produk barang dan
jasa yang terdapat di Kecamatan Tamalanrea antara lain, yang tergolong
dalam kelompok pertokoaan sebanyak 11 buah, kelompok mall sebanyak 2
buah, kelompok kios/toko sebanyak 1.038 buah. Perincian sarana pemasaran
untuk setiap kelurahan dapat disajikan pada tabel 1.9 sebagai berikut:
Table 1.9
Keadaan Sarana Pemasaran Setiap Kelurahan Menurut Jenisnya di









1. Tamalanrea Indah - 2 - 276
2. Tamalanrea Jaya 2 3 - 107
3. Tamalanrea - 4 - 379
4. Kapasa - 2 1 127
5. Parangloe - - - 81
6. Bira - - - 68
Jumlah 2 11 1 1.038
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2010
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3.1 Sruktur Organisasi
Struktur organisasi, tata kerja dan hubungan kerja Pemerintah Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar, telah diatur oleh Pemerintah Kota Makassar dengan
ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Kecamatan di Kota Makassar Sebagai realisasi pelaksanaan
PP 41 Tahun 2007. Adapun gambaran singkat mengenai uraian tugas pokok dan
fungsi dalam struktur organisasi Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
sebagai berikut:
3.1.1. Camat
Kecamatan Tamalanrea dipimpin oleh seorang camat, untuk membantu tugas
pokok dan fungsinya seorang dalam menjalankan roda pemerintahan ia dibantu oleh
Sekretaris Camat yang membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag
Keuangan dan Perlengkapan, Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan,
Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pengelolaan Kebersihan.
3.1.2. Sekretariat Camat
Tugas pemerintahan kecamatan berpedoman pada Peraturan Walikota
Makassar Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Sekretariat
Kecamatan Tamalanrea diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi
seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian.
b. Pelaksanaan urusan keuangan, urusan perlengkapan
55
c. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga.
3.1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dalam Pasal Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009
diatur ketentuan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyusun rencana
kerja, melaksanakan ketatausahaan, mengelola administrasi
kepegawaian dan melaksanakan urusan kerumah tanggaan kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memiliki fungsi-fungsi:
a. Menyusun rencana kerja, mengatur urusan ketatausahaan.
b. Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan.
c. Membuat usul kenaikan pangkat, gaji, mutasi, dan pensiun
3.1.4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Berikutnya dalam Pasal 4 peraturan tersebut diatur tugas pokok dan
fungsi Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang berbunyi  sebagai
berikut:
1. Sub Bagian Keuangan dan Pelengkapan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
2. Pelaksanaan tugas pokok tersebut miliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Menyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
b. Meyiapkan Rencana KADPA sebagai bahan konsultasi ke Bappeda.
c. Menyusun realisasi perhitungan anggaran perbendaharaan dinas.
d. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan.
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3.1.5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009
telah diatur ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:
1. Seksi ini mempunyai tugas menyusun rencana penyelenggaraan
pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, kerukunan hidup
beragama, pembinaan administrasi kelurahan dan kependudukan,
pembinaan ketertiban masyarakat, peleaksanaan koordinasi dan
pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas, serta penegakan perda.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum salah satu fungsinya adalah,
melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang
bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
3.1.6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009
diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat
sebagai berikut:
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan
rencana dan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya adalah,
melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang
bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.
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3.1.7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009
diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Perekonomian dan
Pembangunan sebagai berikut:
1. Seksi ini mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana dan
penyelengaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan
kelurahan, pelaksanaan administrasi dan pemungutan pajak dan retribusi,
dan pengembangan perindustriaan dan perdagangan serta pengembangan
pembangunan, swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan
kerusakan lingkungan dan pengawasan bangunan dan resetlemen
pemukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya adalah,
Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang
bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi.
3.1.8. Seksi Kesejahteraan Sosial
Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009
diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai
berikut:
1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana
pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi
kemasyarakatan, penanggulangan bencana dan masalah sosial, koordinasi
KB dan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda,
keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita.
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2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya adalah,
menyusun program kerja berdasarkan tugas pokok dan melaksanakan
administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.    Kecamatan Biringkanaya
2.1   Keadaan Wilayah
Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di
kota Makassar dengan luas wilayah 48,22 km2kecamatan ini berbatasan
dengan Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan Tallo di sebelah
timur, Kecamatan Makassar di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan
dengan Kecamatan Ujung Pandang. Kecamtan Biringkanaya merupakan
daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut.
Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan
Paccerakkang, Kelurahan Daya, Kelurahan Pai, Kelurahan Sudiang Raya,
Kelurahan Sudiang, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Untia. Menurut
jaraknya, letak masing-masing kelurahahan ke ibukota kecamatan berkisar
anatara 1-2 km.
2.2   Keadaan Penduduk
Menurut data kependudukan pada tahun 2009, jumlah penduduk di
Kecamatan Biringkanaya adalah sekitar 130.651 jiwa dengan jumlah
penduduk laki-laki sekitar 62.660 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
sekitar 67.991 jiwa. Denga rasio jenis kelamin adalah sekitar 92,16 persen
yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 92 orang
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penduduk laki-laki. Berikut tabel persebaran penduduk berdasarkan kelurahan
di Kecamatan Biringkanaya.
Tabel 2.1
Persebaran penduduk Kecamatan Biringkanaya
Kelurahan Luas (Km2) Rumah Tangga Penduduk Kepadatan
/Km2
Paccerakkang 7,80 9.623 32.453 4.161
Daya 5,81 3.171 13.595 2.340
Pai 5,14 4.157 19.203 3.736
Sudiang Raya 8,87 8.684 29.199 3.326
Sudiang 13,49 7.867 27.855 2.065
Bulurokeng 4.31 1.430 6.513 1.511
Untia 2,89 752 1.833 634
Kecamatan 48,22 35.684 130.651 2.709
2.3. Sarana dan Prasarana
2.3.1. Pendidikan
Pada tahun ajaran 2008 / 2009 jumlah TK di Kecamatan Biringkanaya
adalah 74 sekolah dengan 3.552 orang murid dan 285 orang guru. Pada
tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 48 sekolah
dengan 19.765 orang murid dan 634 orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak
25 sekolah dengan 13.890 orang murid dan 509 orang guru. Sedangkan untuk
tingkat SMA tedapat 9 sekolah dengan 3.378 orang murid dan 212 guru.
selain itu terdapat juga sekolah yang berada dibawah naungan Departemen
Agama yaitu Madrasah Ibtidayah terdapat 4 sekolah dengan 723 orang murid
dan 29 orang guru.
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2.3.2. Kesehatan
Jumlah sarana kesehatan tahun 2009 di Kecamatan Biringkanaya
tercatat 2 rumah sakit umum / khusus, 2 pusksmas, 8 pustu, 1 BKIA, 7 rumah
bersalin dan 88 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 59 orang Dokter
Umum, 9 Dokter Gigi dan 73 orang Paramedis yang terdiri dari 30 orang
Bidan, 31 orang Perawat / Mantri, dan 12 orang Dukun bayi.
2.3.3. Agama
Mayoritas penduduk Kecamatan Biringkanaya adalah beragama Islam,
menyusul agama Protestan dan Katolik. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan
Biringkanaya cukup memadai, terdapat 133 buah Mesjid, 7 buah Langgar /
surau dan 8 buah Gereja.
2.3.4. Perdagangan
Saran perdagangan yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya antara
lain kelompok pertokoan sebanyak 28 buah, pasar tradisional 3 buah,
swalayan / toserba buah dan rumah makan sebanyak 51 buah.
2.3.5. Keuangan
Jumlah Bank yang ada di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 12 buah,
dimana Bank Pemerintah sebanyak 5 buah dan Bank Swasta sebanayak 7
buah yang masing-masing bertempat di Kelurahan Paccerakkang, Kelurahan
Daya, Kelurahan Pai dan Kelurahan Sudiang.
2.4. Struktur Organisasi
Sebelum, dikemukakan struktur organisasi Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar, terlebih dahulu harus dipahami pengertian struktur organisasi
secara teoritis agar memudahkan dalam meneelah pembahasan selanjutnya.
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Struktur oraganisasi menurut The Leang Gie (1976) adalah sebagai berikut “
Struktur organisasi adalah yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk
mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut serta
wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi yang memikul tiap-tiap
tugas pekerjaan itu”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka jelaslah
kiranya betapa besar peranan organisasi secara keseluruhan di dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Ditinjau dari sudut organisasi, maka
pemerintah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar merupakan salah satu
wujud organiasi di dalam lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan
fungsi dalam proses pencapaian tujuan nasional.
Adapun susunan atau struktur organisasi kantor Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Camat adalah Kepala Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
2. Sekretariat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar memimpin unit kerja




a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Kelurahan
b. Sub Seksi Kependudukan
c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, terdiri dari :
a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum
b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi
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c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup
2.5. Tugas Pokok Masing-masing Jabatan
2.5.1. Camat
a. Kedudukan
Camat adalah Kepala pemerintahan kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.
b. Tugas
Camat berfungsi memimpin penyelenggaraan kemasyarakatan
serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal
dengan dinas daerah dan instansi vertikal lainnya dalam lingkungan
wilayah kecamatan.
c. Fungsi
1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan khusus dan umum
pembinaan pemerintahan keluarahan;
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah;
3. Membina pembangunan masyarakat kelurahan yang meliputi
sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan
pembangunan pada umumnya;
4. Membina kesejahteraan sosial;
5. Menyusun rencana dan program, pembinaan administrasi,




Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleg seorang
sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.
b. Tugas
1. Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah
kecamatan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka sekretaris
Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaannya
b. Urusan administrasi keuangan
c. Urusan tatausaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga
c. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
1. Urusan Perencanaan;
a. Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kecamatan.
b. Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan




a. Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kecamatan.
b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan rumah tangga.
2.5.3. Seksi Pemerintahan
a. Kedudukan
Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan.
b. Tugas
1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan
pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, urusan pelayanan
umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan
ideologi dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja.
2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi
pemerintahan mempunyai fungsi :
a) Menyelenggarakan pemerintahan umum;
b) Membina pemerintahan kelurahan;
c) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan kependudukan dan catatan sipil
d) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan
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e) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan perizinan
f) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan ketertiban wilayah
g) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan ketentraman, ideology negara dan politik dalam negeri
h) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pelayanan Polisi Pamong Praja
c. Seksi Pemerintahan terdiri dari :
1) Sub seksi pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
a) Sub seksi pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.
b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pembinaan keagrariaan;
c) Menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta
administrasi kelurahan;
2) Sub seksi ketentraman dan ketertiban;
a) Sub seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Pemerintahan.
b) Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan ketertiban umum
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c) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan Pemilu,
ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik,
organisasi masyarakat lainnya, serta menyiapkan bahan
pembinaan ketentrama
d) Menyiapkan bahan penyusunan propgram dan penyelenggaraan
pembinaan aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja
2.5.4.  Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
a. Kedudukan
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah unsur pelaksana
kecamatan dibidang pembangunan yang dipimpin oleh kepala seksi, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
b. Tugas
1) Seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan penyusunan program, pengendalian
dan pembinaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan
melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka seksi
pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai fungsi :
a) Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan
sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi
b) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan
pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
c) Menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga
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d) Menyusun program pembinaan kehidupan beragama,
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan
c. Seksi pembangunan masyarakat kelurahan terdiri dari :
1) Sub seksi perekonomian dan produksi
Sub seksi perekonomian dan produksi dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan dengan tugas menyiapkan
bahan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana fisik,
perekonomian dan produksi.
2) Sub seksi kesejahteraan sosial
a) Sub seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Seksi Pemerintahan.
b) Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan pelayanan serta bantuan sosial kepemudaan, peranan
wanita dan olah raga
c) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
3) Sub seksi pembangunan lingkungan hidup
Sub seksi pembangunan lingkungan hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan dengan tugas menyiapkan
bahan penyusunan program pembangunan pada umunya dan
lingkungan hidup.
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2.5.5. Staf Urusan dan Sub Seksi
Staf urusan dan sub seksi berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala sub seksi yang membawahinya, mempunyai tugas yang akan
diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala urusan dan kepala seksi serta
sub seksi dengan berpedoman pada keputusan menteri Dalam Negeri Nomor
46 tahun 1993.
B. Analisis yuridis pencemaran lingkungan menurut UU RI No. 32 tahun
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Secara yuridis kasus pencemaran pada lingkungan itu telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan
hukum mengatur segala tingkah laku rakyatnya agar dalam kehidupannya tidak
melanggar hak-hak orang lain. Secara yuridis perbuatan mencemari lingkungan
yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akibat kesengajaan ataupun kelalaian
yang menciptakan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada
lingkungan masyarakat lain, itu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar
hak orang lain atau hak orang banyak. Dibentuknya UU RI No. 32 tahun 2009
yang merupakan instrument hukum untuk melindungi alam Indonesia termasuk
lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi lingkungan
yang mulai rusak, berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 pencemaran lingkungan
merupakan perbuatan dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi,
atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum
perbuatan ini telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 sehingga dalam perbuatan
ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun
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administratif dan itu diatur dalam undang-undang ini. Pada sub masalah akan
dijelaskan bagaimana aturan hukum dan penerapan sanksi terhadap kasus
pencemaran lingkungan.
1. Aturan Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Pencemaran
Lingkungan
Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada aturan hukum
yang dianut di Indonesia, yaitu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila sebagai dasar hukum bernegara di Indonesia. Indonesia dengan luas
wilayanya berupa daratan dan lautan yang sangat luas yang dimana di dalamnya
terkandung banyak sumber daya berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
hutan, sungai, hewan, tumbuhan, dll, yang dimana smua itu harus dilindungi,
dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk amanah dari Allah SWT dalam bentuk
rezeki yang bisa bermanfaat bagi mahluknya dalam menjalankan hidupnya dan
berhubungan satu sama lain sebagai ciptaanya. Itu terbukti bahwa segala sesuatu di
dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, misalnya manusia dengan
tumbuhan untuk pemenuhan vitaminnya karena tanaman seperti sayuran
mengandung vitamin yang dibutuhkan manusia begitu pula sebaliknya tanaman
butuh manusia sebagai media untuk berkembang untuk tumbuh dan
memperbanyak diri. Hubungan itu juga terhadap manusia dengan manusia,
manusia dengan hewan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati
sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan,
maupun tumbuhan dengan tumbuhan bahkan tumbuhan dan hewan dengan benda
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mati yang ada disekelilingnya.1 Jadi penting untuk tetap menjadi hubungan yang
harmonis antar semua mahluk hidup untuk mengatur semua itu perlunya ada
hukum agar semua kondisinya tetap adil dalam menjalin hubungan agar tidak ada
satu malhluk saja yang mendominasi smua mahluk, bentuk kelebihan manusia dari
mahluk lain  yang diberikan Allah SWT yaitu akal yang diamanahnya utuk
dimanfaatkan untuk kebaikan. Dibuatnya aturan terhadap tingkah laku manusia itu
berawal dari sifat manusia yang terkadang serakah dan tidak mengetahui posisinya
sebagai mahluk yang memiliki akal untuk melindungi mahluk lain, dan manusia
terlalu sering memanfaatkan mahluk lain hanya untuk kepentingannya sendiri.
Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan
munculnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidupnya
dan kondisi mahluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi
alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang
membuang sampah sembarangan, penebangan hutan illegal, pencemaran sungai,
laut, udara, tanah, maupun eksploitasi sumber daya alam yang terbatas seperti
minyak, gas dll. Dari peristiwa-peristiwa itulah diselenggarakannya beberapa
konfrensi tentang perlindungan lingkungan yang pertama yaitu konfrensi
Stockholm pada tahun 1972 kemudian konfrensi Rio de Janiero pada tahun 1992
dan sejak itulah melihat keadaan yang semakin parah bang asia juga malakukan
konfrensi di manila pada tahun 1976 , empat tahun setelah konfrensi Stockholm.
Dari perkembangan itu Indonesia sebagai negara dengan alam yang sangat kaya
dan beragam untuk melindunginya Indonesia menerbitkan Undang-Undang
tentang lingkungan hidup dengan tetap berdasar pada UUD RI tahun 1945 pada
1Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII; Yogyakarta, Gajah Mada
University Pers), Hal. 6
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pasal 28 h ayat (1) dan pasal 33 ayat (4), sehingga pada tahun 1982 lahirlah UU
No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan hidup,
berdasarkan pertimbangan kerena isi dari UU no 4 tahun 1982 masih dianggap
kurang maka pada tahun 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu pula selanjutnya
karena masih dianggap kurang, ketetapan dalam melindungi lingkungan hidup
maka pada tahun 2009 diundangkanlah Undang-Undang RI No 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
Pada bab ini saya akan menjawab rumusan masalah pertama tentang
bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang pencemaran
lingkungan, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan hukum dan
perundang-undangan dalam melindungi lingkungan dari degradasi, pencemaran
dan kerusakan. Bagaimana peran undang-undang lingkungan hidup tepatnya
Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, yang merupakan perubahan terbaru undang-undang sebelumnya
yang dianggap belum efektif dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena
salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah
hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (Danusaputro, 1980: 69-
70). Berdasarkan judul skripsi ini bahwa lokasi penelitian yakni berada di
kecamatan Biringkanya dan Tamalanrea yang dimana daerah tersebut merupakan
wilayah kawasan industri di kota Makassar yang di dalamnya terdapat berbagai
macam industri baik rumahan maupun skala besar. Setiap industri itu
mengahsilkan hasil buangan yang bernama limbah, dimana limbah itu apabila
tidak dikelola dengan baik itu akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang
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akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan, ketentraman serta
keamanan masyarakat sekitarnya. Pada dua kecamatan ini terdapat objek
penelitian kita yaitu perusahaan yang terindikasi memiliki produksi limbah yang
sangat besar dengan jarak interaksi mayarakat yang dekat dari perusahaan serta
letaknya tang berada pada aliran sungai dan wilayah persawahan yang merupakan
bagian dari lingkungan yang sangat sensistif dan paling sering terkena pencemaran
lingkungan. Yaitu perusahaan PT. Persero Kawasan Industri Makassar yang
beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Kecamatan Biringkaya
dengan bidang usaha atau kegiatan yaitu  kawasan industri dan PT. Makassar
Te’ne yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar tepatnya di
Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Makassar dengan bidang usaha atau
kegiatan yaitu Industri Gula Refinasi.
Berdasarkan Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3
menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahtraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan. Bahwa perilaku dominasi manusia terhadap lingkungan harus disesuaikan
dengan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatian aspek-aspek
sekitarnya yaitu lingkungan itu sendiri, sosial, ekonomi, dan budaya.2 Akan tetapi
berdasarkan hasil observasi lansung terhadap keadaan lingkungan sekitar
perusahaan PT kima Dan PT Makassar Te’ne terlihat aspek lingkungan nampak
tidak mendapat perhatian khusus ini terbukti dari dokumentasi gambar yang sya
2Radhmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan (Cet; III Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Hal.
38
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ambil pada lokasi penelitian pada tanggal 5 juli 2014 pada pukul 17.01 – 17.20 di
daerah pondok sawah yang berada di aliran kanal PT. Kima, lihat gambar 1.1
Terlihat pada gambar tersebut yaitu gambar dari observasi yang penulis
lakukan, itu terlihat sangat jelas bahwa pada gambar tersebut terlihat kegiatan
pembuangan sisa penyaringan dari IPAL PT Kima yang terlihat berwarna merah
dan masih nampak mengandung bahan-bahan kimia maupun logam yang masih
berbahaya dan bersarkan pengalaman peneliti limbah tersebut mengeluarkan bau
yang sanagt tidak sedap dan tidak nyaman untuk dihirup oleh masyarakat, ini juga
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat sekitar aliran kanal
pembuangan limbah tersebut.
Narasumber yang saya wawancarai adalah warga yang rumahnya paling dekat
dengan kanal pembuangan limbah dengan metode sampel dari sekitar 12 rumah
yang ada di tepi kanal peneliti mengambil sampel sebanyak 3 rumah dengan
tanggapan yang serupa terhadap kenyamanan mereka terhadap kondisi
lingkungannya.
“ Mereka merasa terganggu dengan bau limbah yang busuk dan air sumur
yang kadang berbau, berwarna hitam, kuning serta menimbulkan gatal-gatal dan
banyak nyamuk.”3
Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah pondok sawah merasa tidak
nyaman dengan limbah yang lewat di wilayah tempat tinggal mereka dengan
aroma bau busuk  yang menyengat dan kualitas air yang tidak memadai berwarna
hitam dan kuning dan kadang membuat gatal itu akan berpengaruh kepada
kesehatan mereka dan keamanan mereka serta keluarganya terutama pada anak-
3Berdasarkan wawancara dengan warga pondok sawah yakni dengan bapak Dg. Baso tutu, Hj
Sangi dan bapak Suriadi. pada pukul 16.30 – 17. 15 tanggal 5 juli 2014 di kelurahan daya , kecamatan
biringkanaya kota Makassar.
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anak. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka
17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi “ kerusakan
lingkungan hidup adalah perubahan langsung da/atau tidak langsung terhadap
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup”.4 Dari informasi tersebut dengan apa yang
dijelaskan dalam undang-undang dan dan informasi perubahan lingkungan
masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat
pencemaran limbah. Dan peristiwa ini berdasarkan dokumentasi gambar yang saya
ambil dan hasil wawancara langsung dengan warga, pencemaran ini akibat limbah
yang dibuang oleh perusahaan PT. Kima Makassar, peristiwa ini telah dijelaskan
dalam UU RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 26 yang berbunyi “dampak
lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”5 Jadi peristiwa ini dampak
lingkungan yang diakibatkan kegiatan dari PT Kima Makassar, dengan demikian
secara  tidak langsung pihak perusahaan telah melanggar pasal 65 angka 1 yaitu
“tentang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia”.6
Sejalan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah sekitar PT Kima peristiwa
serupa terjadi pula di wilayah pemukiman di kelurahan parangloe, kecamatan
Tamalanrea, Makassar bahkan lebih parah dari pencemaran yang dilakukan PT
4Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ( Jakarta : Sinar Grafika , 2009,) hal. 10
5Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,  hal. 12
6Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 24
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Kima yakni perusahaan tersebut telaha melakukan pencemaran lingkungan yang
sangat dirasakan oleh masyarakat dengan keluhan yang sangat beragam dan
dibuktikan dengan fakta yang dapat dilihat secara langsung akibat perbuatan yang
dilakukan pihak perusahaan. Yaitu perusahaann PT. Makassar Te’ne yakni
perusahaan yang bergerak dibidang usaha maupun kegiatan Industri gula refinasi,
indikasi terjadinya pencemaran lingkungan oleh perusahaan tersebut dibuktikan
dari dokumentasi gambar yang di ambil pada tanggal 6 juli 2014 pada pukul
16.10-17.05 di anak sungai tallo yang melewati perusahaan dan wilayah
pemukuman dan tambak warga sekitar, yang memperlihatkan kondisi lingkungan
yang rusak dan tercemar dan tambak yang merupakan mata pencaharian warga
rusak mengakibatkan tambak tidak dapat difungsikan lagi sedangkan dalam
undang-undang diatur tentang hak setiap orang mendapatkan lingkungan sehat dan
baik dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 65 angka
1 yakni “setiap orang berhak datas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia” jadi dengan kondisi seperti ini kembali negara dan
perusahaan tidak melaksanakan amanah undang-undang menjadikan suatu kondisi
yang membutuhkan perhatian serius, itu diperjelas berdasarkan wawancara dengan
ketua LPM Parangloe yang juga merasakan penurunan kualitas lingkungan
daerahnya.
”Terbukti keadaaan lingkungan yang semakin menurun semenjak perusahaan itu
ada sejak dibangun pada tahun 2009 dan beroperasi sekitar pada pertengahan
2011”.7
7Berdasrkan wawancara dengan pihal LPM kel. Parangloe pada pukul 17.20 -17.40 tanggal 06
juli 2014
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Sangat terlihat kodisi sungai yang sangat memperihatinkan yang juga
berakibat pada kegiatan ekonomi warga pada usaha tambak itu menurun akibat
air sungai yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai sumber pengairan pada
tambaknya  kerena kondisi air sungai yang hitam, bau busuk, berlumpur, serta
dasar sungai yang semakin mendangkal, itu dapat dilihat pada gambar yang
diambil pada tanggal 6 juli 2014 pukul 16.10- 16.20 di sungai dan tambak di
bantaran sungai parangloe yang merupakan anak sungai tallo Makassar, lihat pada
gambar 1.2
Dari gambar tersebut terlihat pada gambar nomor 1 jarak antara sungai dengan
lokasi tembok perusahaan itu hanya berjarak 1,5 meter merupakan jarak yang
sangat dekat dengan sungai dan pemukiman warga, pada gambar nomor 2
merupakan gambar yang memperlihatkan kondisi air sungai yang berwarna hitam
sepanjang aliran sungai parangloe yang akan bermuara kesungai tallo karena
merupakan anak sungai tallo dan gambar nomor 3 memperlihatkan gambaran
kondisi dasar sungai yang terjadi pendangkalan dimana kondisi dasar sungai yang
nampak seperti pada gambar terlihat berwarna hitam pekak, berlumpur hitam dan
mengeluarkan bau yang sangat menyengat tidak nampak seperti kondisi sungai
yang normal. Dan pada gambar nomor 4 itu merupakan gambar kondisi tambak
warga tambak yang tidak lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya karena kondisi
tambak yang terlihat pada gambar tambak yang berlumpur dengar warna hitam
pekak dan air yang berwarna abu-abu dan juga berbau busuk sama dengat kondisi
sungai yang berada di sampingnya. Secara pengaturan hukum berdasarkan
Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 yang menjelaskan
“tentang program pembangunan berkelanjutan yang dimana memadukan aspek
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lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kesejahtraan generasi sekarang
dan akan datang”8, itu tidak dilaksanakan karena nampak pembangunan yang
dilakukan hanya mengacu pada aspek ekonomi perusahaan , dan tidak
memperhatiakn kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan tempat
hidup masyarakat. Ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat itu terlihat dari
hasil wawancara saya dengan warga yang rumah maupun yang tambaknya di
sekitar bantaran sungai atau paling dekat dengan aliran sungai dan perusahaan.
Sama seperti pada bentuk pengumpulan informasi yang dilakukan pada wilayah
pencemaran yang dilakukan PT Kima di wilayah tempat terjadinya pencemaran
oleh PT Makassar Te’ne yaitu di wilayah pemukiman Bontoa di Kel.  Parangloe,
Kec. Tamalanrea kami mewawancarai warga yang tempat tinggalnya paling dekat
dengan sungai dan yang merasakan dampak secara lansung pada lingkungannya
serta kondisi sosial ekonominya dan peneliti mengambil sampel yaitu 3
narasumber dari wawancara itu menyampaikan kondisi narasumber terhadap
dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan, kesehatan dan
perekonomiannya.
“kondisi lingkungan kami yah banyak berubah semenjak perusahaan ini ada,
sebelunya juga memang hanya kondisi sungai saja yang terganggu tapi setelah
perusahaan ini ada bukan hanya kondisi sungai yang rusak tapi air, kondisi
udara, kesehatan,dan pendapatan kami.” 9
Dari penjelasan di atas terbukti pihak perusahaan telah melanggar pasal 65
angka 1 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 dimana “setiap orang berhak
8Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ( Jakarta : Sinar Grafika , 2009), hal. 3
9Berdasarkan hasil wawancara dengan warga bontoa yakni bapak nasir, bapak kadir, bapak
ketua LPM parangloe pada pukul 16.05 – 17 50 tanggal 6 juli 2014 di kelurahan Parangloe, Kecamatan
tamalanrea, kota Makassar
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datas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi
manusia”.10 Dan juga bertentangan dengan isi pasal 69 angka 1 huruf (a) yang
berbunyi bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengekibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terlihat bahwa perusahaan
telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan pada sungai atau air, udara,
dan tanah di wilayah tersebut”.11 akan tetapi berbeda dengan penjelasan yang
dipaparkan oleh pihak PT. Makassar Te’ne dalam dokumen UKL/UPL PT M.T
pada periode semester II Juli-Desember 2013 mengatakan bahwa :
“Bahwa dalam operasional industri PT. Makassar Te’ne untuk penanganan
limbahnya telah mengoperasikan instalasi pengelolaan air limbah ( IPAL)
sebelum dialirkan ke lingkungan agar tidak berpengaruh terhadap badan
penerima  air (sungai Bontoa), hasil olahan IPAL PT. Makassar Te’ne pada saat
ini telah mencapai parameter baku mutu limbah yang ditetapkan oleh pemerintah
Provinsi Sulawesi selatan”.12
Serta terkait dengan pengelolaan limbah yang melalui IPAL perusahaan, juga
menurut data yang diambil dari dokumen yang sama menjelaskan hal serupa
tentang penanganan limbah mereka yang mereka anggap telah memenuhi syarat
dan aturan yang ada.
“bahwa limbah yang dihasilkan terlebih dahulu melewati tahap uji labolatorium
setiap hari dan juga pengujian labolatorium oleh labolatorium Makassar sebulan
sekali dan hasil yang diperoleh memenuhi baku mutu kualitas air limbah yang
mengecu pada Pergub Sulawesi Selatan No. 69 tahun 2010”.13
10Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ( Jakarta : Sinar Grafika , 2009),  hal. 24
11Pasal 69 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor RI 32 tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, hal 28
12Berdasarkan dokumen yang peneliti ambil di kementrian lingkungan hidup pusat pengelolaan
ekoregion Sulawesi dan Maluku pada pukul 13.00 smpai selesai pada tanggal 12 juli 2014
13Berdasarkan dokumen yang peneliti ambil di kementrian lingkungan hidup pusat pengelolaan
ekoregion Sulawesi dan Maluku pada pukul 13.00 smpai selesai pada tanggal 12 juli 2014
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Apa yang dijelaskan oleh pihak perusahaan menjelaskan bahwa dalam
penanganan untuk limbah yang dihasilkan perusahaan dengan pengoperasian IPAL
itu telah mengubah yang limbah hingga mencapai parameter baku mutu air limbah
yang ditetapkan pemerintah artinya sudah sesuai dengan standar yang diterapkan
pemerintah, secara tidak langsung pihak perusahaan merasa tidak melakukan
pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran, tapi itu  tidak sama dengan yang
dirasakan masyarakat karena selain dampak pada lingkungan juga terjadi terjadi
perubahan pada kondisi kesehatan, sosial masyarakat, ekonomi, maupun
kebudayaanya, itu dijelaskan oleh ketua LPM Parangloe Abd. Rahman dalam
wanwancara dengan bapak pada tanggal 7 juli 2014 di rumahnya iya pun
menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadipada masyarakat akibat aktifitas
perusahaan.
“selain kondisi lingkungan yang berubah semakin buruk terjadi juga perubahan
pada kondisi kesehatan masyarakat, yakti penyakit yang sering dirasakan
masyarakat yaitu batuk, penyakit pada organ paru-paru, gatal-gatal dan itu
mungkin akibat dari kualitas air yang buruk, kialitas udara yang tidak sehat, dan
terkadang sering terjadi semburan dalam bentuk rintik-rintik air yang berbau
asam dan gatal. Dan pada kondisi sosial masyarakat terjadi sedikit perubahan
yang dimana unsure komonikasi itu seikit menurun yang dulunya sering bertemu
di tambak atau di sawah dan melakukan interaksi sosial, pada kondisi ekonomi
masyarakat memang terjadi perubahan positif dengan tingkat pendapatan
masyarakat yang meningkat yang di karenakan banyak warga yang bekerjadi
perusahaan tersebut akan tetapi budaya masyarakat yang senang bertani dan
bertambak itu sangat menurun itu dikarenakan kondisi tambak dan sawah yang
tidak baik lagi akibat kondisi air sungai yang merupakan sumber pengairan pada
tambak dan sawah mereka”.14
Jadi terlihat dari apa yang disampaikan perusahaan dengan apa yang
dikatakan masyarakat dan ketua LPM Parangloe itu bertolak belakang dengan
14Berdasarkan wawacara dengan ketua LPM Parangloe pada tanggal 7 juli 2014
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fakta-fakta yang terlihat di lapangan, dan yang menjadi pertanyaan dimana peran
pemerintah dalam menanggulangi kondisi ini dengan semua peraturan yang telah
ada mulai dari aturan khusus terhadap lingkungan yakni Undang-Undang RI No.
32 tahun  2009 dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk
mengantisipasi kasus yang seperti ini atau bentuk penanggulangan peristiwa
seperti ini ? itu terlihat belum ada tindakan dari pemerintah dalam menyelesaikan
persoalan ini.
Jadi setiap industri yang ingin didirika oleh perusahaan harus terlebih dahulu
memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan perundang-
undangan berupa izin dan juga harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat
setempat di mana industri tersebut akan berdiri terutama pada masyarakat yang
mempunyai kemungkinan terkena dampak dari keberadaan industri tersebut.
Berdasarkan paragraf 7 Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perizinan
yaitu pada pasal 36 angka (1) yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL- UPL wajib memiliki izin lingkungan.15 Dan pada pasal
lain yakni pada pada pasal 22 angka (1) juga menjelaskan “setiap usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajim memiliki Analisis
mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )”16, berdasarkan atruran tersebut
manandakan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin untuk
mendapatkan izin usaha/kegiatan segaimana tercantup pada pasal 40 angka (1)
pada Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 yaitu “Izin lingkungan merupakan
15Pasal 36 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. ( Jakarta : Sinar Grafika , 2009), hal. 18
16Pasal 22 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 15
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persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.17 Selain izin
lingkungan dan amdal yang sifatnya wajib perlunya juga izin pengelolaan limbah,
dan apabila ingin melakukan pembuangan limbah cair harus juga mendapatkan
izin dari pemerintah, akan tetapi izin-izin sebelum diterbitkan perlu dilakukan
penelitian yang dilakukan oleh oaring-orang berkompeten di bidang itu dan
bersifat independen, seperti amdal pihak perusahaan harus menyusun permohonan
amdal yang dimana dokumen amdal itu harus memuat hal-hal yang telah
ditentukan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009, dan
sebelum diterbitkan dokumen tersebut akan dilakukan penilaiaan kelayakan oleh
komisi yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota, adapun unsure-
unsur kriteria keanggotaan komisi penilai amdal itu sudah diatur di pasal 30
Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009, jadi terbitnya suatu izin itu ditentukan oleh
tim penilai, dan berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Parangloe
memaparkan keluhannya kepada tim komisi penilaian pada saat memberikan
penilaian terhadap perusahaan tentang dampak yang akan ditimbukan, sehingga
perusahaan ini bisa berdiri.
“ saya bersama masyarakat kecewa dengan pernyataan oleh tim penilai amdal
yaitu para Profesor dari Universitas tertentu yang yang merupakan pakar di
bidang tersebut yangyang memberikan penilaiaan bahwa industri ini tidak
berdampak besar bagi kondisi lingkungan dan itu terbukti salah karena keadaan
yang dia katan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang”.18
17Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 21
18Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Parangloe bapak Abd Rahman pada tanggal 07
juli 2014
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Dengan apa yang dikatakan ketua LPM tersebut terlihat indikasi ketidak
independenan tim penilai, ketidak taatan dan ketidak konsistenan pihak perusahaan
dalam menjalankan aturan yang ada dalam dokumen amdal yang mereka buat.
Selain itu kelengkapan adminastratif perusahaan dalam mendapatkan jaminan
terhadap perlindungan lingkungan yaitu berupa izin lingkungan yang untuk
mendapatkan izin tersebut harus memiliki izin amdal dan UKL-UPL. Dan untuk
semakin mempertegas bentuk perlindungan lingkungan sejalan dengan
beroperasinya atau perusahaan tersebut telah malakukan kegiatan usahanya maka
perlu izn-izin lainnya misal izin pengelolaan limbah dan lain-lain, barikut data
yang saya dapatkan dari penelesuran di kementerian lingkungan hidup terhadap
dokumen-dokumen perusahaan PT. Kima dan PT Makassar Te’ne yang mencakun
izin-izin apa saja yang dimilikinya :
1. PT. Kima Makassar
a. Amdal dengan nomor SK Amdal 989/MPP/12/1999
b. Izin Tetap Kawasan Industri No. 57/M/SK/4./1992 tanggal 8 april
1992
c. Hak Pengolahan No. 18/HPL/BPN/91 tanggal 19 maret 1991
d. Pencanangan Tanah No. 431/IV/1997 tanggal 3 april 1997
e. Persetujuan Prinsip Perluasan No. 2241/SJ/III/1998 tanggal 18
maret 1998
f. Pemberian Izin Lokasi No. 431/IV/1997 tanggal 3 mei 2002
g. Perpanjangan Izin Lokasi No. 460 12-01-53.01 tanggal 10
november 2003
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h. Izin Pembuangan Limbah Cair No 660.3/622/Kep/BLHD/VIII/2012
tanggal 2 agustus 2012
i. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 No.
660.3/05/Kep/BLHD?X?2010 tanggal 25 oktober 2010
j. Addendum Kedua MOU (keseppakatan bersama) antara PT Kima
dengan PT Semen Tonasa No. 1200/ST/PP.00.05./08.00/06-2006
tanggal 18 juni 2012 tentang pemusnahan limbah B3
k. Surat dari BLHD Kota Makassar No. 660.3/544/BLHD/VI/2013
tanggal 19 juni 2013 tentang perpanjangan waktu penyimpanan
limbah B3.19
2. PT. Makassar Te’ne
a. Amdal
b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun No. 660.3/14/Kep./BLHD/X/2011
c. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air  No.
660.3/830/Kep/BLHD/XII/2012
Berdasarkan izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah kepada pihak
perusahaan itu hanya berdasarkan keperluan perusahaan, dalam rangka peran
pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dari aktifitas industri yang
mengacu pada prinsip dan norma Good Environmental Govermance atau tata
kelola pemerintahan yang baik yang merupakan daya dukung dalam prinsip dan
norma pembangunan berkelanjutan. Dengan banyaknya izin yang diterbitkan
19Berdasarkan dokumen yang peneliti ambil di kementrian lingkungan hidup pusat pengelolaan
ekoregion Sulawesi dan Maluku pada pukul 13.00 smpai selesai pada tanggal 12 juli 2014
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pemerintah daerah atas dasar dimana peran UUPPLH-2009 dimaksudkan untuk
menyesuaikan dan sekaligus mengimplementasikan semangat otonomi daerah
yang telah digulirkan sejak 1999, sehingga kebijakan otonomi daerah telah
membawa perubahan terhadap hubungan antara pusat dan daerah terutama
mengenai hubungan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan.20
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kawasan
Industri Biringkanya dan Tamalanrea.
Dalam suatu negara ada aturan terhadap tingkah laku warga negaranya,
tingkah laku itu ada yang ada pula yang buruk dan dari setiap perbuatan itu akan
mendapat ganjaran, yang baik akan mendapat ganjaran yang baik dan yang buruk
akan mendapat sanksi atau hukuman. Indonesia sebagai negara hukum telah
mengatur tentang itu yakni mengenai sanksi baik itu terhadap orang atau badan
hukum maupun badan bukan hukum. Di Indonesia snasi terbagi menjadi tiga yaitu
sansi pidana, sansi perdata dan sanksi administratif yang merupakan instrument
dalam proses penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi negara yang
aman dan tentram  dan sebagai pelaksana penegakan hukum juga sebagai pemutus
apakah itu suatu perbuatan yang melanggar atau tidak melanggar hukum  itu
dilakukan oleh pejabat institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi,
jaksa dan pejabat pemerintahan.21 Sesuai dengan masalah yang dibahas pada
skripsi ini yakni mengenai pencemaran lingkungan yang menurut Undang-Undang
20Muhammad Akib. Politik Hukum Lingkungan (Cet; II.Rajawali Pers, 2013), hal. 109
21Sadjipto Raharjo, Sosiologi Hukum (perkembangan metode dan pilihan masalah). (Cet II
Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 190
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merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena akan berdampak negatif pada
kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentuan sanksi pada pencemaran
lingkungan itu ada yang lewat jalur peradilan dan jalur diluar peradilan. Penerapan
sansi pada kasus pencemaran lingkungan itu pada dasarnya yang diatur dalam
Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada bab XII tentang Pengawasan dan
Sanksi Administratif pada bagian kedua yaitu tentang sanksi Administratif mulai
pada pasal 76 sampai pasal 83, selain ketentuan administrative juga ada ketentuan
pidana dan ketentuan perdata.
Dalam kasus pencemaran yang terjadi di kecamatan Biringkanaya tepatnya di
kelurahan Daya, oleh PT kima Makassar tentang pembuangan limbah ke kanal
yang melewati pemukiman warga Pondok Sawah yang menurut warga membuat
mereka tidak nyaman karena kondisi lingkungan yang tercemar dan aliran kanal
pembuangan limbah ini bermuara ke sungai Tallo yang merupakan sungai yang
sangat penting bagi kota Makassar dan kecamatan Tamalanrea tepatnya di
kelurahan Parangloe oleh PT Makassar Te’ne tentang rusaknya kondisi lingkungan
sekitar baik sungai, tanah, udara, kesehatan, sosial budaya masyarakat Bontoa dan
Parangloe akibat pembuangan limbah yang mengekibatkan kerusakan lingkungan.
Sedangkan berdasarkan data yang didapat dari penelusuran wawancara dengan
warga serta pihak lain dan fakta yang terjadi dilapangan ternyata kedua perusahaan
belum mendapatkan tindak lanjut dari kasus yang mereka lakukan, baik dari pihak
pemerintah yang memiliki wewenang menangani permasalahan tersebut, ini
didasari tidak adanya peran serta masyarakat dalam menyampaikan keluhannya
kepada pihak yang pemerintah menangani permasalahan tersebut itu karena
masyarakat yang tercemar limbah tersebut banyak yang menganggap hal tersebut
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sebagai suatu hal yang sudah biasa mereka rasakan sejak dulu, lagi pula tampak
tidak terlalu memperhatikan permasalahan ini sebagi suatu hal yang mereugikan
mereka itu berdasarkan hasil wawancara dengan warga didua wilayah  tersebut,
setiap narasumber menyatakan hal yang serupa mengenai peran pemerintah dalam
kasus ini menurut warga pondok sawah yang daerahnya tercemar limbah PT Kima
hanya melapor ke kelurahan dan mereka yang komunikasi dengan perusahaan.
“pihak warga apabila ada keluhan, warga melapor ke kelurahan setempat dan
pihak kelurahan yang berkomunikasi dengan pihak perusahaan tentang keluhan
masyarakat, tidak melapor ke pihak pemerintah yang memang tangani kasus
seperti ini hanya ke kelurahan”.22
Serta dibuktikan juga dengan dokumen hasil penelusuran di Kementerian
Lingkungan Hidup yakni dokumen hasil uji labolatorium yang menjelaskan bahwa
limbah dari perusahaan tersebut masih sesuai ambang batas yang ditetapkan
pemerintah atau masih pada standar nasional Indonesia (laporan terlampir),
sehingga dengan dokumen yang mereka buat yang menyatakan limbah mereka
masih sesuai standar nasional sehingga pemerintah tidak melakukan tindakan,
kerena menganggap perusahaan telah menanaati aturan yang ada. Hal yang sama
juga diserukan oleh warga kelurahan Parangloe khususnya warga bontoa yang
berbatasan langsung dengan perusahann serta yang merasakan langsung efek
negatif dari pencemaran yang dilakukan pihak PT Makassar Te’ne, tindakan
negosiasi denga melakukan pertemuan oleh warga dan LPM tentang adanya
keluhan warga tidak melibatkan pihak pemerintah.
22Berdasarkan wawancara dengan warga pondok sawah yakni dengan bapak Dg. Baso tutu, Hj
Sangi dan bapak Suriadi. pada pukul 16.30 – 17. 15 tanggal 5 juli 2014 di kelurahan daya , kecamatan
biringkanaya kota Makassar.
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“ sering dilakukan pertemuan warga dengan pihak perusahaan apabila ada
keluhan warga dengan difasilitasi oleh pihak kelurahan, tapi setelah dibentuk
LPM Parangloe warga yang ingin menyampaikan keluhannya itu lewat ketua
LPM dan dilanjutkan oleh pihak LPM ke perusahaan kemudian pihak perusahaan
memberikan klarifikasiterhadap keluhan warga, terkadang kalau dalam kondisi
parah warga dengan LPM melakukan teguran setelah ditegur baik lagi kadang-
kadang tidak lama kembali lagi ”23
Jadi wajar saja tidak adanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan itu
karena keluhan masyarakat tidak sampai kepada pemerintah yang berwenang
menangani keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran yang terjadi di
lingkungannya, sedangkan perosalan peran masyarakat dalam perlindungan
lingkungan diatur dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 70
angka (1) yakni “masyarakat memailiki hak dan kesempatan yang sma dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup”.24 juga pada ayar berikutnya menyebutkan beberapa peran masyarakat
berdasarkan pasal 70 angka (2) yakni peran masyarakat dapat berupa :
a. Pengawasan sosial
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.25
Selain kurangnya pastisipasi masyarakat yang harus juga diperhatikan yakni
peranan pemerintah yang berwenang dalam perlidungan lingkungan, bagaimana
bentuk pengawasan dan penegakan hukum serta peran aktif dalam pemantauan
terhadap lingkungan serta ketegasan dalam menjatuhkan sanksi sedangkan dalam
23Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Parangloe bapak Abd Rahman pada tanggal 07
juli 2014
24Pasal 70 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 31
25Pasal 70 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 31
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Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 pada bab XII tentang pengawasan dan
sanksi administratif pada bagian kesatu menjelaskan peran pemerintah baik
menteri, gubernur, atau walikota/bupati mempunyai kewajiban melakukan tugas
pengawasan dan berhak menjatuhkan sanksi administratif, akan tetapi banyaknya
sengketa lingkungan yang terjadi tampa sepengetahuan pihak yang berwenang itu
diselesaikan secara musyawarah antara warga dengan perusahaan tampa
melibatkan pihak yang berwenang menangani permasalahan seperti pencemaran.
Jadi secara langsung yang harusnya perusahaan diberikan sanksi administratif itu
gugur dengan tidak adanya laporan yang diterima pihak yang berwenang pada
penyelesaian kasus pencemaran lingkungan ini, sedang pada pasal 76 menjelaskan
peranan pemerintah dalam menerrapkan sanksi administratif jika ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan pada pasal 76 angka (2) sanksi
administratif itu terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin
lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.26 Begitu pula pada sanksi pidana
maupun sanksi perdata juga demikian karena tidak adanya gugatan dari
pemerintah dan masyarakat yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum,
itu menutup kemungkinan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata ditambah lagi
untuk mengajukan gugatan perlu bukti sedangkan untuk mendapatkan bukti itu
sangat sulit, kesulitan ini yang menagkibatka kurang gugatan yang masuk
kepengadilan untuk diadili secara hukum pidana.
“Itu diakibatkan sulitnya pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan seperti
ini ”.27
26Pasal 76 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, hal. 35
27Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Beppeda dengan ibu Sri Mulyati S.Sos, M.Sc,
M.Eng pada tanggal 4 juli 2014
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Banyaknya kendala, serta cara yang dilakakukan pihak-pihak tertentu untuk
mengantisipasi kemungkinan dijatuhkannya sanksi kepada mereka dengan
memanfaatkan cara-cara diluar yang diatur oleh Undang-Undang. Seperti
pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) yang merka manfaatkam
menjadi suatu jaminan untuk mengatisipasi laporan masyarakat terhadap keluhan-
keluhannya, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat persoalan CSR yang
harusnya merupakan hal yang wajib bagi setiap usaha oleh perusahaan baik yang
berdampak maupun yang tidak berdampak pada masyarakat sekitar wilayak
kegiatan usahanya, dan ketidaktahuan masyarakat memberikan anggapan bahwa
CSR ini merupakan sumbangan sukarela kepada masyarakat untuk menungjang
wilayah tempat tinggalnya baik itu seperti perbaikan jalan, pembuatan fasilitas-
fasilitas umum, penerimaan tenaga kerja dari warga sekitar itu membungkam
keinganan masyrakat untuk melakukan tuntutan kepada pihak perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kedua wilayah yakni di
pondok sawah dan bontoa serta parangloe, banyaknya keluhan masyarakat
terhadap apa yang dilakukan perusahaan terhadap kondisi mereka itu membuat
perusahaan herus melakukan pertanggungjawaban akan apa yang mereka lakukan
tetapi memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
“biasa perusahaan menyampaikan kalau terjadi sedikit kesalahan pada
proses pengolahan limbahnya, kemudian pihak kelurahan minta perbaikan pada
fasilitas sosial kepada perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan, biasa
perbaikan jalan tapi yah limbahnya tetap tidak diperhatikan yah mungkin karena
sudah bosan mengeluh yah warga diam saja dan terima saja lagi pula sudah mi
perbaiki jalan, ditinggikan pondasi kanal untuk antisipasi banjir kalau musim
hujan, perbaikan maupun pembangunan tempat ibadah.”28
28Berdasarkan wawancara dengan warga pondok sawah yakni dengan bapak Dg. Baso tutu, Hj
Sangi dan bapak Suriadi. pada pukul 16.30 – 17. 15 tanggal 5 juli 2014 di kelurahan daya , kecamatan
biringkanaya kota Makassar.
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Sama halnya di wilayah bontoa dan parangloe dengan pernyataan warga akan
keluhannya akan kondisi yang dibuat oleh perusahaan, perusahaan melakukukan
perbaikan image kepada masyarakat dengan memberikan bantuan maupun
sumbangan kepada masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang baik
perusahaan kepada masyarakat agar masyarakat mengesampingkan keluhan
terhadp pencemaran yang mereka lakukan terhadap lingkungannya.
“Sebenarnya kita serta warga sering memberikan teguran kalau perusahaan
tersebut membuang limbah-limbahnya terlalu berlebihan seperti kalau gerimis-
gerimis air yang bau asam kita tegur ki, pihak perusahaan telah memberikan
bantuang kepada masyarakat setempat lewat bantuan pembangunan mesjid,
kegiatan-kegiatan sosial, sumbangan daging kurban, dan bantuan gula setiap
bulan ramadhandan kalau perbaikan jalan, pembangunan TK, perbaikan
puskesmas, dan lain-lainnya itu program pemerintah dan juga dibantu oleh pihak
perusagaan dalam program tersebut ditambah lagi penerimaan wrga sebagai
tenaga kerja di perusahaannya.”29
Dan berdasarkan dokomen yang peneliti dapatkan di Kementerian
Lingkungan Hidup peneliti mendapatkan data CSR perusahaan yakni PT Kima
Makassar selama periode juli sampai dengan desember 2013 PT kima telah
melakukan beberapa hal dianataranya adalah:
a. Tetap melakukam program “Go Green” dimana telah ditanam
sebanyak 657 pohon
b. Bantuan sarana ibadah sebesar Rp. 14.950.000,-
c. Bantuan kesehatan sebesar Rp. 6.850.000,-
d. Pelestarian alam sebesar Rp. 5.902.900,-.30
Sedangkan data CSR untuk PT Makassar Te’ne peneliti tidak menemukan dalam
dokumen tersebut.
29Berdasarkan dengan ketua LPM Parangloe bapak Abd Rahman pada tanggal 07 juli 2014
30 Berdasarkan dokumen yang peneliti ambil di kementrian lingkungan hidup pusat pengelolaan
ekoregion Sulawesi dan Maluku pada pukul 13.00 smpai selesai pada tanggal 12 juli 2014
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Jadi dengan banyaknya bantuan yang diberikan dan fasilitas lapangan kerja
yang dijanjikan membuat masyarakat menerima keadaan lingkungannya seperti itu
walaupun masyarakat tahu akan dampak negatif yang mereka rasakan dan juga
mengetahui  perusahaan melakukan perbuatan yang mencemari lingkungan, tapi
dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat membuat mereka seakan
bungkam dengan kondisi ini.
Sehingga untuk persoalan sanksi apa yang diterima pihak kedua perusahaan
ini yakni PT Kima Makassar dan PT Makassar Te’ne itu terlihat tidak
mendapatkan sanksi apa-apa, itu dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat
kepada pihak yang berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku
pencemaran lingkungan sehingga pihak tersebut tidak bisa menjatuhkan sanksi
begitu saja dan apabila pihak yang berwenang tersebut ingin mengambil inisiatif
sendiri itu terkendala dalam proses pembuktian pelanggaran, karena tidak ada
laporan yang membuktikan masyarakat terganggu dengan aktifitas pembuangan
limbah serta laporan bahwa terjadi pencemaran lingkungan, karena masyarakat
tersebut seolah menerima keberadaan perusahaan tersebut dan dianggap baik-baik
saja keadaan mereka dan lingkungannya ditambah lagi banyak penyelesaiaan
masalah lewat negosiasi perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat pun
menerima solusi yang dibuat oleh pihak perusahaan dan masyarakat tampa
melibatkan pihak pemerintahan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut






1. Seraca hukum permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur
dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009, hanya efektifitas
pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifan Undang-Undang RI
No. 32 tahun 2009 bukan dikarenakan isi materi undang-undnag itu
melainkan peran aktif pelaksana undang-undang yakni pemerintah,
pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyrakat yang tidak berperan
aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut
2. Tidak adanya sanksi pidana, perdata maupun administratif yang
dijatuhkan kepada perusahaan oleh pemerintah, sehingga tidak
memberikan efek jerah kepada perusahaan, dan tetap melakukan
kegiatan membuang limbah yang akan mengakibatkan pencemaran
yang berujung pada rusaknya lingkungan.
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B. IMPLIKASI PENELITIAN
1. Agar pemerintah, masyarakat, dan pelaksana usaha/kegiatan menaatidan
menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian
lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang .
2. Agar pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan bisikap aktif dalam
mengawasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran agar
lingkungan terhindar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku
pencemaran dengan memberikan sanksi yang tegas.
Gambar 1.1
Ket. Pembuangan sisa limbah dan keadaan kanal yang mengarah ke sungai tallo oleh PT kima makassar
Gambar 1.2
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